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  ABSTRAK  - bahwa dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi, sistem informasi 
kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan penting dalam mendukung 
terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum 
bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola 
pemerintahan yang bersih dan efektif; bahwa pedoman penerapan sistem 
informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang sudah ada, perlu dilakukan 
perubahan dalam upaya untuk lebih memberi kemudahan, ketertiban, 
kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan 
dinamis terintegrasi; bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
Terintegrasi, perlu disesuaikan dengan kondisi dan pelaksanaan 
penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di Daerah; 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); Undang-Undang   
Nomor   43   Tahun   2009   tentang Kearsipan   (Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6905); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 



menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5286); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 182); Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan 
Dokumen/Arsip Vital Negara; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Arsip Nasional 
Republik Indonesia; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 550); Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara 
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 541); Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757); Peraturan Daerah 
Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 92); Peraturan 
Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten 
Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 33); Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 
12 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur 
Tahun 2023 Nomor 12); 

  - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai Beberapa ketentuan dalam 
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Belitung 
Timur Tahun 2022 Nomor 33) diubah  

 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,                                                   
20 Oktober 2025. 
 

    
 


